







Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlinduangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakar, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjujung tinggi hak asasi manusia.​[1]​
Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada. Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.
Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunnya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.​[2]​
Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
Perkembangan kejahatan sudah pada taraf  mengkhawatirkan karena berkembang tidak hanya secara kuantitasnya tapi juga secara kualitasnya. Secara kuantitas dilihat dari meningkatnya pemberitaan tentang tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan secara kualitas dilihat dari alat dan cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Begitu juga dengan kejahatan narkoba, secara kualitas kejahatan narkoba dilihat dari modus operandi dan teknologi yang dipergunakan untuk memasukkan atau menyalurkan narkoba tersebut, baik yang dijual untuk dikonsumsi di Indonesia maupun untuk dijual keluar Indonesia, dan secara kuantitas dilihat dari perkembangan jenis-jenis narkoba yang semakin bertambah dan jumlah narkoba yang ada.
Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum adalah sah keberadaannya. Undang-undang yang ada hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Dan apabila narkoba digunakan tanpa izin oleh undang-undang, maka itu telah tergolong  sebagai penyalahgunaan.
Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Di kabupaten Enrekang sendiri selama 2 tahun trakhir polisi berhasil mengungkap sebanyak 19 kasus yang terdiri dari 9 kasus pada tahun 2014 dengan 13 orang tersangka dan 10 kasus pada tahun 2015 dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Seluruh kasus yang ada telah di tindaklanjuti hingga ke pengadilan negeri. Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari hal bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan penegakan tindak pidana narkoba. Karena faktor ekonomi atau bisnis narkoba sangat menjanjikan pertumbuhan yang cepat, dengan cara-cara penyebarannya yang semakin canggih dan kompleks, sehingga proses penegakannya harus cangih dan terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum.
Regulasi yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Saat ini telah ada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mendukung dengan penegakan tindak pidana narkoba. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif pemerintah dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi atau hukuman bukan hanya kepada pecandu dan penyalahguna tetapi juga kepada pengedar dan produsen. Adapun sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sanksi berupa pidana penjara, maupun denda akan tetapi dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup bahkan pidana mati.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum kepolisian yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum malah menjadi pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri. ​[3]​Seperti pada bulan maret tahun 2015 lalu dimana terdapat seorang anggota Polres Enrekang yang tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sembilan gram oleh satuan Polres Pinrang. Pada akhir tahun 2015 juga terjadi kasus serupa dimana lima orang anggota Polres Enrekang positif mengkonsumsi narkoba, namun kelima terperkara tersebut hanya dikenakan hukuman 14 hari dalam kurungan di tempat khusus, dan ditunda kenaikan pangkatnya selama satu periode atau enam bulan.​[4]​
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA STUDI DI  POLRES ENREKANG”

B.	Rumusan Masalah
Berdasarka uraian latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah:
1.	Upaya apa yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang?
2.	Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba?
C.	Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas maka adapun tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui:
1.	Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan reserse narkoba dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang.
2.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.  
D.	Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :
1.	Manfaat Teoritis
a.	Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
b.	Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba terkhusus di Kabupaten Enrekang.
2.	Manfaat Praktis
a.	 Universitas Negeri Makassar
Menjadi karena ilmiah yang dapat memperkaya referensi teoritis, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian yang relevan. 
b.	Kepolisian
Menjadi bahan masukan berupa informasi tentang peranan kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba di Polres Enrekang yang sampai saat ini masih sering terjadi Di Kabupaten Enrekang.
c.	 Masyarakat 
Diharapkan kesadaran masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan narkoba.
d.	Peneliti








Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya.
Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok.
1)	Narkotika 




	WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotoika sebagai berikut: 
“Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”​[5]​

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah:
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”​[6]​

	Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.
Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
Narkotika golongan II adalah narkotika yang memilikidaya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.





Psikotropika adalah zat atau obat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. 
Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 meliputi ectasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis.Zat psikotropika yang sering yang sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah:​[8]​
a)	Alkohol: semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (etil alkohol).
b)	Opioida: heroin, morfin, pethidin, dan candu.
c)	Kanabinoida: ganja, hashish.
d)	Sedatifa/hipnotika: obat penenang/obat tidur.
e)	Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack.
Dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 membagi psikotropika menjadi 3 golongan yaitu:​[9]​
a)	Golongan I
Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: MDMA/ekstasi, LSD dan STP. MDMA/Ecstasy LSD (lysergic Acid Diethylamide).
b)	Golongan II
Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
c)	Golongan III 
Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam.
d)	Golongan IV
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan  mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.
3)	Bahan Adiktif 
Bahan adiktif adalah bahan lain bukan bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, thenner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lainnya sebagainya.​[10]​
Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalah gunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkoholsampai 15% tetapi dengan proses penyuluhan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Pada umumnya alkohol akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintangi, merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah), merasa senang dan banyak tertawa, menimbulkan kebingungan dan tidak mampu berjalan.​[11]​
b.	Upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba
Dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).
Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:​[12]​
1)	Sikap dan tingkah laku
Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik), selalu menggantungkan dari pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginanan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.
2)	Emosional 
Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tinkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha menbimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberantakan dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat). 
3)	Mental – intelektual
Dalam perkembakangannya mental – intelektual mengharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.
4)	Sosial 
Untuk mencapai tujuan perkembngan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ketindakan penyalagunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lai dan menjadi teladan yang baik.
5)	Pembentukan identitas diri
Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pengangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilain remaja cukup di dalam kehidupannya. Orng tua memang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh tersebuh harus menjadi kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.
c.	Usaha penanggulangan dan pengobatan 
Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedangang obat bius dengan penggunanya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka penganguran yang tinggi sangat menyulitkan usaha penanggulan tersebut. Permasalahan tersebut masih dicari tentang mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan dan menjual  obat terlarang tersebut. Usaha penanggulangan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyeludup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelakulama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. 
Metode pengobatan telah banyak dilakukan dengan berbagai penelitian dan dilaporkan dalam jurnal internasional yang intinya dengan mengunakan obat yang efeknya mirip obat bius tetapi tidak menimbulkan adikasi. Sehingga penderita yang menerima obat subsitusi tersebut secara berangsur-angsur akan dikurangi efek ketergantungan tersebut. Obat-obat antirepdesan yang digunakan secara klinis cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi dalam hal telerabitan dan provil efek sampingnya.
Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat terutama dikalangan anak-anak muda, preman, penjahat kambuhan dan pengangguran. Banyak juga terjadi pada kalangan orang dewasa maupun siswa dan mahasiswa yang melarikan diri dari stees karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah hati karena putus dengan pacarnya. Akar permasalahan tersebut merupakan titik awal yang harus diamati dengar cermat dalam usaha pencegahan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat bius ini. Sehingga dalam mengidentifikasi permaslahan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan obat bius ini diperlukan dua bentuk pendekatan.​[13]​
1)	Secara tidak langsung
Upaya tidak langsung meliputi  memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.
2)	Secara lansung
Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuahan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar  dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melakukan rehebilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.
Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.​[14]​
1)	Pencegahan 
a) Membatasi peredaran dan pemberian obat, b) membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan, c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda, d) memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampian” dalam bidang-bidang tertentu, e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya, g) kerja sama yang erat antara orangtua-guru juga merupakan senjatah ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua, k) mempertebal imam ketuhanan dalam cintah Tanah Air. 
2)	Pengobatan dan rehabilitasi
Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawahnya ke fasilitas tertentu.Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperolehpetunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.
2.	Tindak Pidana Narkoba
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini dikenal terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP). Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002). ​[15]​
Hukum pidana di indonesia terbagi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindakan-tindakan pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpan dari KUHP).​[16]​
Soemitro berpendapat bahwa:
“tindak pidana khusus sebagai tiindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tatacara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpan dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.”​[17]​

Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodofikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan saling memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.
Tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana khusus dikarenakan perbuatan pidana ini ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Ketentuan tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam: a. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan b. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.​[18]​
Bentuk tindakan pidana narkotika yang umumnya dikenal antara lainberikut ini:
a.	Penyalahgunaan/melebihi dosis;
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang di utarakan diatas .
b.	Pengedaran narkotika;
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional mauoun internasional.
c.	Jual beli narkotika
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, maupun ada juga kerena motovasi untuk kepuasan.
Dari ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, peleceran terhadap aparan keamanan, dan lain-lain.​[19]​
a.	Penegakan Hukum Pidana Narkotika
Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU No. 35 Tahun 2009), narkotika didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbilkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.
Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan:​[20]​
1)	Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
2)	Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
3)	Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4)	Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.
Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam perbuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.​[21]​
Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindakan pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal yang dimaksud.​[22]​
Ketentuan pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam  bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditambah 1/3 (sepertiga).”
Ketentuan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Ketentuan Pasal 113UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Ketentuan Pasal 117UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  ditambah 1/3 (sepertiga). 
Ketentuan Pasal 118UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditambah 1/3 (sepertiga).”
Ketentuan Pasal 122UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Ketentuan Pasal 123UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan  hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Ketentuan Pasal 127UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
  “Setiap Penyalah Guna:
a.	Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b.	Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 
c.	Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”
Ketentuan Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
a.	memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
b.	memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  c.
c.	menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
d.	membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”
Ketentuan Pasal 130UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a.	pencabutan izin usaha; dan/atau 
b.	pencabutan status badan hukum.
Ketentuan Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1)  Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).  
(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”
Ketentuan Pasal 140 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 
Ketentuan Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.
“Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b.	Penegakan Hukum Pidana Psikotropika
Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (selanjutnya ditulis: UU No. 5 tanun 1997) mengatur sejumlah ketentuan pidana psikotropika, yang yang diruskan dalam sejumlah pasal.Pembentukan UU No.5 tahun 1997 dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, sebagai berikut.​[23]​
1)	Psikotropika sangat bermanfaat dan dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin.
2)	Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.
3)	Semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah menyebabkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional.
Di dalam UU No. 5 tahun 1997, psikotropika didefinisikan  sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis buakn narkotika, yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.​[24]​
Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 5 tahun 1997 dijelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dibidang psikotropika yang diatur dalam UU No 5 tahun1997 adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan.
Adapun psikotropila yang mempunyai potensi memyebabkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi (pasal 2 ayat (2) UU No 5 tahun 1997): 
1)	Psikotropika golongan I;
2)	Psikotropika golongan II;
3)	Psikotropika golongan III; dan
4)	Psikotropika golongan IV.
	Pada pasal 3 UU No 5 tahun 1997 dijelaskan lebih lanjut bahwa tujjuan pengaturan psikotropika adalah (1) menjamin ketersediaan psikotrioka guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, (2) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropoka, dan (3) memberantas peredaran gelap psikotropika.
Berkaitan langsung dengan pasal 3 diatas, pada pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU No 5 tahun 1997 ditegaskan bahwa:
“(1) Psikotropoka hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
(2) Psikotropika golongan satu hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan; dan
(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (2), psikotropika golongan satu dinyatakan sebagai barang terlarang.”
Selanjutnya, dalam pasal 5 UU No 5 tahun 1997 diatur bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki ijin sesuai engan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 UU No 5 tahun 1997 menentukan, psikotropika golongan satu dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi. Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat untuk diedarkan /atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya (ketentuan pasal 7 UU No 5 tahu1997).
Tidak berhenti sampai disitu, psikotropika berupa obat hanya dapat diedarkan setelah erdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ( ketentuan pasal sembilan ayaitu 1 UU No 5 tahun 1997)
Dalam hal penyaluran psikotropika, ketenuan pasal 12 ayat (2) dan (3) UU No 5 tahun 1997 menyatakan sebagai berikut.
“(2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dilakukan oleh : 
a.	Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. 
b.	Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. 
c.	Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah. 
(3)	Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.”
Berkaitan dengan ketentuan peredaran psikotropika dimuat dalam pasal 14 ayat (1),(2),(3), dan (4) UU No. 5 tahun 1997, sebagai berikut. 
“(1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
(2)	Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
(3)	Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien.   
(4)	Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasrkan resep dokter.”
Dalam rangka pengaturan psikotropika agar sesuai dengan penggunanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terjadi penyalahgunaan sekaligus memberantas peredaran gelap psikotropika, maka dalam UU No. 5 tahun 1997 dirumuskan ketentuan pidana psikotropika dan penegakan hukum atas ketentuan pidana tersebut dalam sejumlah pasal.
Pasal 59 ayat (1),(2), dan (3) serta pasal 60 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 adalah dua pasal yang memuat ketentuan pidana dimaksud. Ketentuan pasal 59 ayat (1),(2), dan (3) UU No. 5 tahun 1997 berbunyi sebagai berikut.
“(1) Barangsiapa : 
a.	menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (2); atau 
b.	memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau 
c.	mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau 
d.	mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau 
e.	secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).   
(2)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).   
(3)	Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”
Ketentuan Pasal 60 ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) UU No. 5 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut.
“(1)Barangsiapa : 
a.	Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau 
b.	Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi  standar  dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau 
c.	Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(2) Barangsiapan menyalurkan psikotropika selaun yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).       
(3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).   
(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).   
Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”
3.	Kepolisian
Istilah polisi berasal dari kata “politea” atau kota, dimana pada zaman yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.​[25]​
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah (1) badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang). (2) anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi.​[26]​

Berdasarkan pendefenisian di atas maka dapat dipahami, bahwa polisi merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat. Polisi dalam penegakan hukum berada dalam garda terdepan sebelum jaksa dan hakim.
Dalam buku “polizeirecht” yang diterjemahkan momo kelana sebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai 2 arti yaitu:​[27]​
a.	Polisi dalam arti formil adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kopolisian.
b.	Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.
Dalam pengertian polisi tersebut secara subtantif mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ dan menunjuk rincian tugas dan wewenang.
Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi RI sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dan menjalankan tugasnya selalu menjunjung hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana serta mendatangkan keamanan dan ketentraman. 
Polisi adalah hukum yang hidup. Janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan ketika polisi ambil andil di dalamnya. Perincian tugas kepolisian RI, tercantum dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, sebagai berikut:
a.	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
b.	Menegakkan hukum, dan
c.	Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas kepolisian itu ditujukan kepada semua orang dan golongan termasuk orang-orang yang berada di Indonesia dan tindakan kepolisian ini dapat bersifat nonyustisiil maupun yustisiil sebagaimana di atur dalam pasal-pasal KUHP di bawah ini.
a.	Pasal 2 KUHP: berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum.
b.	Pasal 3 KUHP: berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.
c.	Pasal 4 KUHP: Berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Indonesia: 
1)	Salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 Bis 1e, 127 dan Pasal 131 KUHP
2)	Kejahatan terhadap mata uang, meterai dan merk yang dikeluarkan atau disuruh dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
3)	Pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat hutang yang ditanggung Pemerintah Indonesia.
4)	Salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 447 dan Pasal 479.
d.	Pasal 5 KUHP: Berlaku bagi WNI yang melakukan kejahatan di luar Indonesia.
e.	Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan dalam Pasal-pasal: 160, 161, 240, 279, 450 dan Pasal 451.
f.	Perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam UU Indonesia dan yang boleh dihukum menurut UU Negara di mana tempat itu dilakukan.
g.	Pasal 7 KUHP: Berlaku bagi Pegawai Negeri yang melakukan kejahatan di luar Indonesia, salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua 
h.	Pasal 8 KUHP: Berlaku pada nahkoda dan penumpang-penumpang kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia juga termasuk waktu mereka tidak berada di atas kapal, melakukan salah tindakan pidana yang diterangkan dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga.
i.	Pasal 9 KUHP: Pasal-pasal yang diberlakukan tersebut di atas dikecualikan terhadap mereka yang dikenai hukuman antar Negara.​[28]​
Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun tujuan daripada kepolisian negara RI untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002).
Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang meyatakan, dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:​[29]​
a.	Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b.	Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c.	Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d.	Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e.	Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f.	Melaksanankan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g.	Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h.	Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i.	Mencarai keterangan dan barang bukti;
j.	Menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional;
k.	Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l.	Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m.	 Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Dalam melaksanakan tugas, pelayanan, dan perlindungan terhadap warga masyarakat, setiap anggota polri (polisi) wajib memerhatikan asas-asas sebagai berikut:​[30]​
j.	Asas Legalitas
Asas atau prinsip legalitas berarti semua tidakan polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, pengguna asas atau prinsip legalitas dalam tindakan polisi ditunjukkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah.
k.	Asas Nesesitas
Asas atau prinsip nesesitas berarti penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Pengguna asas nesesitas dapat diterapkan dalam kondisi:
1)	Memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
2)	Satu tingkatan kekuatan tertentu digunakan ketika semua cara kendali yang lebih rendah dianggap tidak akan berhasil atau telah dicoba.
l.	Asas Proporsionalitas
Asas atau prinsip proporsionalitas berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respons polisi, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban ataupun penderitaan yang berlebihan.
Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur secara khusus mengenai tugas kepolisian dalam rangka penyelenggaraan tugas di bidang pidana dijelaskan wewenang aparat kepolisian sebagai berikut:
a.	melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b.	melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untukkepentingan penyidikan;
c.	membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d.	menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenal diri;
e.	melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.	memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.	mengadakan penghentian penyidikan;
i.	menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j.	mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untukmencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k.	memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil sertamenerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepadapenuntut umum; dan
l.	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Selain tindakan yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
a.	tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b.	selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c.	harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d.	pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e.	menghormati hak asasi manusia.
Berbicara mengenai ihwal polri dan seberapa jauh dan eksitensinya ditengah arus perubahan yang tengah terjadidewasa  ini. Memang sangat menarik untuk dicermati.Era kontitusionalisme atau pembatasan kekuasaan juga mengarah kepada adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen.Independensi ini untuk menjaga agar fungsi suatu organisasi tidak disalahgunakan untuk menggengkan kekuasaan, kepolisian misalnya, karena memiliki otoritas penyidikan dan penyelidikan, dapat digunakan untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, kepolisian merupakan salah satu organisasi yang pengaturannya mengarah lebih independen.​[31]​
Posisi polri dibawah presiden lebih merupakan produk ‘semangat zaman‘ prinsip dasar yang menjadi rujukan pada era ini adalah dalam istilah Emile Durkheim berkembangnya diferensiasi structural terpisahnya kepolisian dari institute militer (TNI) acuan revormasi TNI, saudara tuanya, lebih sederhana ketimbang kepolisian ; kembali ke barak. Pemisahan kepolisian dari institute  militer menjadi “ikon” reformasi dalam tata kelola keamanan.
Bagi kalangan kepolisian, posisi polri dan wilayah kerja seperti yang ada sekarang sudah sangat tepat.Mereka berpijak pada argument historik, bahwa posisi dibawah presiden dan wilayah kerja kepolisian mempunyai pijakan sejarah. Meskipun yang dimaksud ‘sejarah’ ini juga sebetulnya bergerak, paling tidak terjadi perbedaan tafsir antara kalangan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap kepolisian dengan kalangan kepolisian.​[32]​
Moral merupaknan landasan dan dasar dalam menjalankan atau melahirkan profesi. Dalam menjalankan profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku (code of conduct) berupa etika.Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para anggota profesi berisi nilai-nilai etis yang diterapkan sebagai sarana pembimbing dan menggali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.
Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut.Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupunruang lingkup dan wilayah berlakunya.Demikian pula pada profesi yang kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.​[33]​




Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.
Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstraktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/ lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.
b.	Preventif
Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police hazard tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:
1)	Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2)	Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
3)	Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk di Indonesia.
4)	Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.
c.	Represif 
Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahguna narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan polri dalam usaha represif adalah:
1)	Memutus jalur peredaran gelap narkoba.
2)	Mengungkap jaringan sindikat.
3)	Mengungkap latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba.
Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif)dan penegakan hukum atau represif. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap Negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi social yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjadi  ststus quo dan menjalankan hukum saja.​[34]​
B.	Kerangka Konsep
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. 
Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia jika ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang yang ada hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Dan apabila narkoba digunakan tanpa izin oleh undang-undang, maka itu telah tergolong  sebagai penyalahgunaan.
Regulasi yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Saat ini telah ada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mendukung dengan penegakan tindak pidana narkoba. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi atau hukuman bukan hanya kepada pecandu dan penyalahguna tetapi juga kepada pengedar, produsen maupun korporasi. Adapun sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sanksi berupa pidana penjara, maupun denda akan tetapi dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup bahkan pidana mati.
Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.
Manfaat kepemimpinan bagi kepolisian antara adalah untuk:​[35]​
1)	Menciptakan visi yaitu kemana kepolisian hendak di bawa,
2)	Mengarahkan bawahan untuk mewujudkan visi kepolisian, 
3)	Mempersatukan bawahan,
4)	Memengaruhi bawahan,
5)	Menjadi contoh bawahan, dan
































A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian
1.	Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada deskripsi atas fenomena yang diteliti.
2.	Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informas imengenai peranan kepolisian terhadap penaggulangan tindak pidana narkoba di Polres Enrekang Kabupaten Enrekang.
B.	Lokasi Penelitian





Deskripsi fokus digunakan untuk menghindari perbedaan interpretasi terhadap variabel yang akan diteliti, untuk itu variabel dapat diukur secara operasional.
1.	Peranan kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi aparat kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang.
2.	Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan dan penindak lanjutan tindak pidana narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba. 
3.	Penyalahgunaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan dosis yang semestinya.
D.	Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian
Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.
1.	Tahap Perencanaan
Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah:
a.	Penentuan atau pemilihan masalah
b.	Latar belakang
c.	Perumusan masalah
d.	Tujuan dan manfaat penelitian
e.	Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
f.	Perumusan metode penelitian
Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematika penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian harus :
a.	Mencakup kegiatan yang akan dilakukan
b.	Menuruti susunan yang sistematika dan logis
c.	Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
d.	Memperkirakan hasil yang akan dicapai. 
2.	Tahap Pelaksanaan





3.	Tahap Penulisan Laporan Penelitian
Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti: tanda baca, bentuk dan isi, serta sistematika penyusunan laporan.
E.	Jenis Dan Sumber Data
Terdapat 2 (dua)  jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :
1.	Data Primer
Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan jumlah anggota satuan reserse narkoba Polres Enrekang sebanyak 12 orang.
2.	Data Sekunder
Data sekunderadalah data yang diperoleh dari satuan researche narkoba Polres Enrekang Kabupaten Enrekang terkait dengan tindak pidana narkoba dan data-data yang juga diperoleh penulis pada berbagai literature yang ada.
F.	Instrument Penelitian
Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa garisbesar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
G.	Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1.	Observasi
Pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan objek yang diteliti yakni peranan kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba di Polres Enrekang Kabupaten Enrekang.
2.	Wawancara
Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Aparat Kepolisian dibidang satuan reserse narkoba.
3.	Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Seperti jumlah tersangka dan arsip lainnya yang berkaitan.Seperti jumlah pelaku tindak pidana narkoba, letak geografis lokasi penelitian dan arsip lain yang terkait.
H.	Teknik Analisis Data





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian 


















Dalam pelaksanaan tugas kedepannya, Polres Enrekang memiliki Visi Misi yaitu sebagai berikut :
1.	Visi Polres Enrekang
Adapun Visi Polres Enrekang, yakni : “Terwujudnya Pelayanan Kamtibmas Prima, Tegaknya Hukum Dan Terjaminnya Keamanan Di Wilayah Hukum Polres Enrekang Serta Terselenggaranya Sinergi Polisional Secara Optimal.”
2.	Misi Polres Enrekang
Adapun Misi Polres Enrekang, yakni :
a.	Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
b.	Menerapkan Perpolisian Masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada semua komunitas masyarakat.
c.	Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional Kepolisian di wilayah hukum Polres Enrekang.
d.	Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Enrekang melalui kegiatan / operasi Lidik Pam Gal.
e.	Menjaga Kamtibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.
f.	Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Enrekang.
g.	Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian  hukum dan rasa keadilan
h.	Mengelolah secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung Operasional Polri.
2.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Reserse Narkoba Dalam Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Enrekang
Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh, berikut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Peredaran gelap narkoba tidak sepenuhnya terjadi di kabupaten enrekang yang sering ditemukan hanya pemakai akan tetapi jika berhubungan dengan bandar sejak lima tahun terakhir yang ditemukan lima orang sebagaimana wawancara dengan BRIPKA Asriwan Djirani yang mengatakan bahwa: 
“Kalau bandar besar di Enrekang tidak ada, peredaran besarnya itu ada di Sidrap, Pinrang, dan Pare-pare, yang dijuluki sebagai segitiga emas. Tapi mereka cuma pemakai kalau bandar besarnya tidak ada. Kalau pemakai di Enrekang paling banyak di Kecamatan Maiwa yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap banyak di temukan sabu-sabu.”​[36]​
Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang dari satuan reserse narkoba yaitu Asriwan Djurani, Ridwan, Mardani dan Arman Hidayat, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba  di Kabupaten Enrekang dilakukan dalam tiga bentuk yaitu pre-emtif, preventif dan represif. 
Adapun data pemakai, pengedar dan bandar narkoba di Kabupaten Enrekang dapat dilihat sebagai berikut :









Sumber: Dokumen Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang
a.	Upaya Pre-Emtif 
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ridwan selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba, untuk mengatasi kejahatan peredaran narkoba pihak kepolisian Polres Enrekang  melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan  sebagai mana penjelasannya:
“Upaya pre-emtif yang kita lakukan disini seperti memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi mengenai peredaran dan bahaya narkotika. Penyuluhan di sekolah dilakukan pada saat upacara yang disampaikan oleh Satuan Reserse Narkoba.”​[37]​

 	Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba adalah penyuluhan yang dilakukan pada saat upacara. Misalnya pada hari anti narkoba tgl 26 juni. Selain penyuluhan, juga dilakukan pemeriksaan urine kepada siswa dan guru serta seluruh staf di sekolah. Dari hasil pemeriksaan, apabila terdapat siswa dan guru yang positif menggunakan narkoba maka akan dibawah ke polres enrekang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, penyuluhan di masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar mengenai bahaya narkoba yang dilaksanakan di setiap polsek.
Asriwan Djurani selaku kanit 1 (kepala unit) Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang juga menambahkan bahwa kita sering melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba.​[38]​
Mardani juga menambahkan :
“Selain itu kita melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BNK (Badan Narkotika Keabupaten), Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan, Departemen Sosial dan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba. Selain penyuluhan, yang dilakukan yaitu memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.” ​[39]​

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan antara Satuan Reserse Narkoba dengan lembaga-lembaga antara lain :
1.	Kerjasama dengan BNK dan Dinas kesehatan bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap bahaya dari narkoba, baik dari pemakai bahkan pengedar. selain itu, dalam agenda penyuluhan dan sosialisasi tersebut juga diberikan pemahaman kepada pelajar tentang jenis-jenis narkoba dan sanksi kepada para pelaku narkoba agar kedepan generasi muda dapat membentengi diri terhadap ancaman bahaya narkoba yang saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan.
2.	Kerjasama dengan dinas pendidikan yaitu membantu Polisi melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.
3.	Kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat yaitu mebantu polisi untuk melakukan sosialisasi di lingkungan setempat mengenai bahaya narkoba.
Kerjasama yang dilakukan diatas belum maksimal karena belum ada jadwal atau waktu yang menentu. Misalnya penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dilakukan apabila ada hari peringatan narkoba misalnya setiap tanggal 26 Juni. Meskipun demikian kerjasama yang dilakukan diharapkan akan menekan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang karena masyarakat telah mengetahui mengenai bahaya narkoba, serta sanksi yang akan diberikan apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
b.	Upaya Preventif 
Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan yang mengatakan bahwa:
 “Upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan turut aktif dan tanggap oleh keluaraga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah, selain itu kita melakukan under cover buy yaitu  penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang “​[40]​

Menurut  Asriwan pihak Sat Res Narkoba selalu mengadakan patroli keseluruh wilayah Enrekang sebagaimana dikemukakan bahwa:
“Salah satu upaya yang kita lakukan dalam pencegahan peredaran narkoba itu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruh wilayah hukum Polres Enrekang khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang, seperti sebula n yang lalu kita mengadakan operasi bersinar (bersihkan sindikat narkotika) diseluruh indonesia bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI, dinas kesehatan. Perintah lansung dari presiden karena sekarang ini indonesia darurat narkoba.  Ada 3 orang yang diamankan 1 dari sidrap, 1 dari enrekang, 1 dari makassar pengembangan dari Enrekang. Serta menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan  meningkatkan  hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.”​[41]​
Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Enrekang telah mendapatkan hasil, hal ini dapat dilihat dengan adanya tiga orang yang ditangkap. Patroli yang dilakukan oleh Polres Enrekang dilakukan secara rutin setiap hari yakni dengan membentuk tim yang bekerjasama dengan setiap polsek di Kecamatan dimana patroli difokuskan pada daerah-daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba yakni di daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain seperti maiwa yang berbatasan dengan kabupaten sidrap.
c.	Upaya Represif 
Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba, penjatuhan pasal yang di ancamkan  kepada pelaku sesuai dengan aturan yang ada, beliau mengatakan bahwa:
“Proses hukuman yang didapatkan pelaku harus melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi  melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah dinyatakan lengkap dari kejaksaan maka tersangka diserahkan beserta barang buktinya. Adapun bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim kemudian pengandilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, dia diadili dari pengadilan anak kemudian penjatuhan hukumanya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat  tahun maka hukuman yg dia dapatkan kurang lebih  dua tahun.”​[42]​ 

Asriwan Djurani menambahkan bahwa  
“Yang menjatuhkan hukuman adalah hakim, polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumannya kalau narkotika legalits hukumnya pada UU no. 35 tahun 2009, kalau tersangka memiliki, menyimpan berarti dikena pasal 112  dan kalau dia membeli, menjual kena pasal 114. polisi tugasnya mengirim berkas jika selesai dan dinyakan lengkap dari kejaksaan maka di serahkan tersangka dan barang bukti kemudian pengadilan yang meyidangkan dan hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan  dan alat bukti yg ada.”​[43]​
Data Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Tahun 2014 Sat Res Narkoba Polres Enrekang 
Tabel 4.2  data kasus tindak pidana narkoba 
No	Tanggal	Nama	Pasal Yang Di Langgar	Ket
1	09 Okt  2014	R	Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.	Sabu-sabu 0,0561 Gram
2	19 Okt 2014	RI	Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.	Sabu-sabu 0,0540 Gram
3	09 Des 2014	LMMS	Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.	Sabu-sabu 0,0245 GramSDA
4	24 Des 2014	RM	Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.	Sabu-sabu 4,20 GramSDA
5	27 Des 2014	AS	Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.Pasal 114 ayat (1) Sup. 112 ayat (1) lebih Sup pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Norkotika.	Sabu-sabu 0,0325 GramSDA
Sumber: Dokumen Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang
Data Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Tahun 2015 Sat Res Narkoba Polres Enrekang
Tabel 4.3 data kasus tindak pidana narkoba
No	Tanggal	Nama	Pasal Yang Di Langgar	Ket
1	07 Feb 2015	AANNR	Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHPSDA	Sabu-sabuSabu-sabuSDA
2	18 Maret 2015	SMUY	Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP.SDASDASDA	Sabu-sabu                                   SDASDASDA
3	11 Mei 2015	I	Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika 	Sabu-sabu
4	15 Juni 2015	R	Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika	Sabu-sabu
5	27 Sept 2015	S	Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika	Sabu-sabu
6	27 Sept 2015	BR	Pasal 114 ayat Jo. Pasal 55 Ayat (1)  Ke-1 KUHP Subs Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subs Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SDA	Sabu-sabuSDA
7	06 0kto 2015	MRK	Pasal 114 ayat Jo. Pasal 55 Ayat (1)  Ke-1 KUHP Subs Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subs Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SDA	Sabu-sabuSDA
8	-	YRS                   Z	Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Norkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subs Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SDA	Sabu-sabuSDA
9	25 Nov 2015	IR	Dalam proses AsismentSDA	Sabu-sabuSDA
10	10 laporan polisi 	20 orang tersangka masih dalam proses Asisment 1 dan tahap II (P.21) 19 Berkas Perkara 
Sumber: Dokumen Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang
Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada sebagaimana penjelasan Arman Hidayat yang mengatakan bahwa :
“Kita melakukan pengrebekan berdasarkan informasi dari informan karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada orang lapangan yang di tunjuk sebagai informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena bisa saja pelaku membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap dan dibawah ke kantor polisi di temani saksi/kepala desa/pemerintah setempat.”​[44]​
Sebelum mereka melakukan penggrebekan mereka terlebih dahulu melakukan rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan. Sebagaimana penjelasan Ridwan yang mengtakan bahwa: 
“Sebelum penggrebekan kita melakuakan konsolidasi atau rapat internal dulu untuk mengatur stategi jalur mana yang kita gunakan karena barang ini kecil sekali gampang sekali di buang jika barang bukti ini dibuang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan semua kemudian dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersanga nanti dikembangkan dimana diam mengambil barang, dimana dian simpan . seperti yang kemarin ditahan dari Makassar dari pengakuan tesangka dia mengambil barang di Makassar makanya kami bergerak ke Makassar untuk melakukaan penangkapan meskipun tidak ada barang bukti tapi ada pengakuan dari tersangka kita bisa melakukan penangkapan.”​[45]​
Asriwan Djurani mengatakan  bahwa:
“Upaya yg dilakukan polisi adalah ada yg di rehabilitasi tetapi jika tidak ada barang buktinya namun positif menggunakan narkoba dengan tes urin tidak bisa dihukum tapi tetap di rehab panti rehabilitasi baddoka. Dengan kerja sama dengan BNK, dinas kesehatan dan BNK.”​[46]​

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Enrekang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dimana upaya represif ini hanya sampai pada penyidikan. Setelah semua berkas telah lengkap maka akan dilimpahkan ke kejaksaan dan penjatuhan hukuman dilakukan oleh hakim di pengadilan. Upaya represif dilakukan semaksimal mungkin agar hukum yang berlaku dapat ditegakkan dengan adanya bukti yang didapatkan melalui penggrebekan yang dilakukan.
3.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
Satuan Reserse Narkoba polres Enrekang sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 telah menangani kasus narkoba sebanyak 39 kasus. Berdasarkan hasil wawancara adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba adalah : 
a.	Kurangnya informan lapangan 
Kurangnya informan dilapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dikarenakan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melapor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asriwan Djuranmi bahwa: 
“Salah satu kendala yang dihadapi yaitu  ketika kita ingin mewawancarai masyarakat, biasanya masyarakat tidak mau berkomentar. Selain itu,juga belum memiliki keberanian untuk melaporkan kepada polisi ketika mereka melihat pemakai sedang mengkonsumsi narkoba.”​[47]​

Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Selain itu, juga terdapat masalah di internal Polres Enrekang yaitu kurangnya anggota polres Enrekang yang telah mengikuti pelatihan dibidang narkoba. Sehingga dalam penanganan kasus narkoba belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 
a.	Kuranganya sarana dan prasarana
Menurut Mardani mengatakan bahwa:
“Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti  alat detektor/pendeteksi. Kendala yang di alami tidak mempengaruhi kinerja polisi karena kami meleksanakannya dengan maksimal sedangkan kekurangan internanya adalah personil di enrekang kurang.”​[48]​

Arman Hidayat menambahkan bahwa:
“salah satu kendala yang dihadapi yaitu kurangnya alat trasportasi ketika ingin melakukan tugas. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Polres Enrekang luas sehingga untuk menjangkau semua wilayah maka diperlukan sarana transportasi yang cukup untuk semua personil.”​[49]​  

b.	Terbatasnya anggaran 
Berdasarkan hasil wawancara, Ridwan mengatakan bahwah:
“kita tidak memiliki dana lebih untuk memfasilitasi pemberian seminar, tes urin kepada pihak sekolah, instansi dan masyarakat sehingga jarang dilakukan. Anggaran yang disediakan setiap tahun hanya sebesar 73.090.000. rupiah. Anggaran ini masih sangat kurang untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Polres Enrekang.”​[50]​ 

B.	Pembahasan
1.	 Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Reserse Narkoba Dalam Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Enrekang
Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran  narkoba di Kabupaten Enrekang sudah dilakukan oleh  beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian  Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang. 
Adapun  upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian Enrekang yaitu sebagai berikut: 
a.	Upaya Pre-emtif 
Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif yaitu menanamkan nilai/norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, upaya pre-emtif dalam mengatasi kejahatan peredaran narkotika pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu:
1)	Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi Mengenai peredaran dan bahaya narkotika. 
2)	Melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba. 
3)	Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba. 
4)	Memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.
b.	Upaya Preventif 
Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang yaitu:
1)	Turut aktif dan tanggap oleh keluaraga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah, 
2)	Melakukan under cover buy atau  penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang.
3)	Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan  meningkatkan  hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.
4)	Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruh wilayah hukum Polres Enrekang khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang, 
Seperti sebulan yang lalu Polres Enrekang melakukan operasi gabungan dengan TNI dan Dinas Kesehatan diseluruh Indonesia atas intruksi langsung dari presiden guna untuk mengatasi kondisi indonesia darurat narkoba. Operasi ini dinamakan operasi BERSINAR (bersihkan sindikat narkoba).
Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Enrekang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya
c.	Upaya Represif 
Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.
Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi  melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut  sudah lengkap (P21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan  dan alat bukti yang ada. Polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumannya kalau narkotika legalitas hukumnya uu no. 35 tahun 2009, misalnya dalam pasal 112 ayat 1 setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika akan dikenakan penjara minimal empat  tahun dan denda minimal delapan ratus juta rupiah, jika dia membeli, menjual akan dikenakan pasal 114 yaitu penjara minimal lima tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupia. 
Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, pelaku yang berada dibawah umur  diadili dengan pengadilan anak dan penjatuhan hukumanya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat  tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih  dua tahun.
Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.
Sebelum melakukan penggrebekan pihak Satuan Reserse Narkoba terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan jalur mana yang akan digunakan karena narkoba ini kecil dan gampang dihilangkan, jika barang bukti sudah hilang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut. 
2.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
Satuan Reserse Narkoba polres Enrekang sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 telah menangani kasus narkoba sebanyak 39 kasus. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dapat di kelompokkan menjadi: 
a.	 Kurangnya informan lapangan 
Kurangnya informan dilapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dikarenakan terbatasnya jumlah anggota satuan reserse narkoba. Selain itu Masalah lain yang terjadi di internal Satuan Reserse Narkoba adalah masih banyak anggota yang belum mengikuti sekolah bidang narkoba sehingga pemahamanya masih kurang dibidang narkoba.
Masalah lainnya yaitu masyarakat belum meiliki keberanian untuk melaporkan kepada polisi ketika mereka melihat pemakai sedang mengkonsumsi narkoba. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri, dan adanya rasa takut ketika akan menjadi saksi. 
a.	Kuranganya sarana dan prasarana
Kurangnya sarana dan prasarana berupa kurangnya alat pelacak seperti alat detektor/pendeteksi. Dan transportasi ketika ingin melakukan tugas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang. 
Kendala yang di alami tidak mempengaruhi kinerja polisi karena kami meleksanakannya dengan maksimal sedangkan kekurangan internanya adalah personil di enrekang kurang.
b.	Terbatasnya anggaran 






1.	Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang yang meliputi: 1. upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2. upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3. upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.
B.	Implikasi
Adapun implikasi dan dampak apabila masyarakat menyalahgunakan narkoba dan tidak dapat ditanggulangi dengan baik oleh aparat kepolisian, ada banyak sekali dampak buruk yang dialami jika mengonsumsi narkoba yaitu dampak terhadap fisik dan kesehatan,  dampak terhadap psikologi,  dan dampak terhadap lingkungan sosial. Apabila pihak kepolisian tidak menanggulanginya dengan baik maka kasus ini akan semakin meningkat dan menyebabkan banyak kerugian, bukan hanya untuk diri sendiri namun juga bagi orang lain dan bahkan Negara.
C.	Saran
jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan :
1.	Pihak kepolisian dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkoba sebaikanya lebih srius dalam menyikapi dan menindak lanjuti dengan tegas pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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